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REFORMASI TNI MENUJU INDONESIA BARU

Oleh: Sunarso

Abstrak

Mtlter di lndonesia, selain nelupakan kekuatan Pertahunan
keumanon adalah luga nerupakan keku1l1n sosi1lPol *yang lidak
tanggung-langgung pengarulnyo dt panggung Poltlik lMtional
lndonesia. ])engan ktnsep dwtfungsr, mililer lntlotren^ia berkiPrull
pada hampir seluruhjahatan sltulegi.r yang scnellinya nenjadt porsl
tipjl. 'fak urung, dengan konsep dwifittgstnya mililer senunlrusu

diktilik, halk i^ecara lerselubung n4u?un secara lerafigleranl<an.
Rahkan lkldk sedikil yang neminta mtl ar kenbali ke burak dan

herkonsent rus i sehaga I n il iler profes nna [.
I)engan adanla perubahan hesar pucla musyarukal lndonesial

ejak herhentrnya Presiden Soeh(Irlo darijabalannyu langgal 2l Mel
1998, sebetulnyo'lNl (dulu: ABRI) tidak tngt:al diam. Di bawah

tekanan kekualan reformusi yang drsytnsori pura mahastswa,'lNl
telah ntelokukan relbmasi inlernal. llelormasi inlemal leftebul
selanJutnyu dirumu.rkan dalam paradtgma baru 7Nl dalum
kehiiaksanuan rcdelinisi. dari ABIII menladi 1Nl. setelah Kepolisian
lll keludr dari orgdnrsasi ARlll.

llelbrnusi 'l'Nl tidak b,sz dil.Jkukan sekelap, karena tidak
semua sfitl dan lingkunganrya adalah ltal-hal yang riil, oda pula

)'ang vrtual fi/itryu. Yang past!, lNl benama segenap ktmponen
nug,urukal yang lan sadar bahwa berbagai lantangan beral nasill
nenghatlang dalam petalanan kil.t menuiu lndonesia Batu yang

Pendahuluan

tsergulimya reformasi di Indonesia yang ditandai runtuhnya

rezim Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Besar Soeharto

berdampak pada tuntutan dan bahkan gugatan terhadap keterlibatan

milirer yang meluas di wilayah siprl KeadaaD ini bagaikan mimpi,
karena sebelum era reformasi dapat dikatakan, bahwa berpikir untuk
mengkritik militer pun diarvasi apalagi mengrcapkannya

Keterlibatan militer yang digugat itu, mulai dan kecenderungan

militer untuk menguasai jabatan-.jabatan sipil seperti gubemur, bupati,
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serta jatah anggota DPR dan DPRD yang tanpa melalui pemtlu'

hingga pada keterlibatan militer di Aceh, Timor Timur,I an Jaya,

keterhbatran dalam pembebasan tanah, p€nanganan buruh, bisnis,

perd ngan. dan sebagarnya Bentuk gugaran itu ada yang sangat

k"ru an bahkan cenderung ekstrim, bahkan militer diminta untuk

back to barack. Karena sekali diberi kesempatan, akan merEalela

seperti dalam era Orde Baru Tetapiada ula yang menuntut saatnya

ki;i militer secara bertahap menarik perso ilnya darijabatan sipil dan

mundur dari DPR dan DPRD, serta hanya diberi wakil di MPR s€pertr

golongan-golongan lain dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam

UUD 1945 Ada pula yang pro slalus qro, dengan argurnen

ditinggalkan.
Hubungan sipil dan militer selalu saja menyita perhatian

banyak pihak. Masyarakat si ldi lndonesia tidak akan pemah muncul

secara wajar selama domina militer sangat kuat dan mencolok dalam

wilayah-wilayah sr'pil Dominasi militer dalam wilayal sipil telah

brrokrasi yang seharu gayoml masyaralat dan

warga negara, berba yang mengawasl dan

memata-matai rakyat Schwarz dan Donald K
Emmerson, pengamat politik tentang Indonesia, sudah saatnya

Indonesia kini menjadi negara yang bercorak supremasi sipil OIeh

karena jtu- tuntutan minimalisasi peran militer dalam blrokrasi adalah

tuntutan yang wajar dan relevan untuk terus diperjuangkan Srka

saling mengerti dan saling memahami posisi dan p€ran maslng'masln

di antara militer dan sipil merupakan prasyarat bagi terbentuknya

negam yang demokratis Prasangka-pasangka buruk, saling curiga
yang hanya akan menambah kebencian di antara keduanya lu

dihindarkan. Bahasa-bahasa ancaman sepertj libas, tembak ti,

gebuk, ciduk, dan amankan yang lebih mengekspresikan kekuasaan'

kekuatan. dan kekerasan harus dihapusan SebalikDya cara-cara

persuasif yang lebjh mengedepankan k€manusiaan dan akal sehat

harus dikembangkan untuk menggapai masyarakat madani yang

demokrahs sebagaimana yang diclta-citakan seluruh warga bangsa Inl

\-
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Euburgan Sipil dan Militer di Indonesia

Jjka dicermati wacana politik selama Orde Baru, akan
ditemukan bahwa dikotomi sipil dan militer sebenamya adalah sesuatu
yang setengah diharamkan. Artinya para pejabat lndonesia selalu
mengatakan bahwa dikotomi sipil dan militer itu tidak ada di
Indonesia. Sejak kebangkitan Orde Baru dikotomi rtu dikaburkan dan
bahkan berusaha dikubur dari wacana pe.pohtr'kan resmi Tampilnya
militer sebagai kekuatan dominan dr panggung politik lndonesia, tak
terelakkan, menghapus tapal batas tradisjonal, wilayah sipil dan
militer Garis penyekat antara wilayah sipil dan militer bisa dianggap
mengedepankan semangat "parokialisme" yangmenantang
semangat "kekeluargaan" yang ingin ditegakkan Orde Baru, dengan
melihat sipil dan militer sebagai sesama anggota keluarga besar
bangsa Indonesia (Nadjib Asca, 1999: 33) Terhempasnya wacana

drkotomi sipil dan milrter pada awal Orde Baru, menjadikan militer
Indonesra semakin kuat dalam berbagai wilayah publik yang
sebelumnya lebih dikenal sebagai wilayah stpil, sepeni brrokrasr,
bisnis, pafiai politik dan ssbagainya Dengan mengedepankan wacana
kekaryaan, militer menanggalkan baju seragamnya dan kemudian
mengenakan kostum barunya m€nduduki jabatan-jabatan sipil.

Pada tahun 1955 ketika militer Indonesia merasa
termadinalkan dalam perpohtikan lndonesia, Angkatan Darat
menuntut adanya pemisahan yang jelas antara wilayah siprl dan
wilayah militer, karena militer merasa diintervensi dengan beberapa
kebiiakan dan menuntut adanya pemisahan itu- Dengan demikiar
kita catat sebuah metamorfose politik penting dan mcnarik. Karena
ketrka mrhter berposisi marginal dalam kehidupan sosial politik pada

tahun 1955 mereka menuntut dibangunnya tapal batas yang jelas
antara wilayah sipil dan militer. Sementara dalam keadaan militer
dominan seperti sekarang mereka menuntut tidak usah

dipermasalahkan dikoromi sipil dan militer tersebut
Salah satu wacana publik terpenting yang berkaitan dengan

kedudukan TNI dalam perpolitikan hdonesia adalai mengenai
dwifungsi. Karena dwifungsi itulah yang menjadi pilar p€nyangga

adanya fungsi dan peran yang dilakukan oleh militerdalam bidang-
bidang nonmiliter Tanpa adanya pengakuan dan p€mbenaran terhadap
dwifungsi, maka runtuhlah segala peran yang dilakukan oleh TNI di
lapangan non-militer

Pada masa Orde Baru, keberadaan dwifurgsi ABRI telah
diterima oleh sebagian besar masyarakat lndonesia sebagai sesuatu
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yang niscaya, sebagai sesuatu 'latgtakenfor gahted Kalaupun ada

s€jumlab peianyaan-pertaDyaan yang mu.noul, kritik maupun gugatan

terhadap dwifungsi ABRI, maka itu lebjh banyak pada tataran teknis
implementasi, bukan pacla tatann substansi. Kita melihat bahwa
hampir semua sikap resmi dari semua ormas-ormas besar sep€rti NU,
MuhaDmadiyah, PPP, Golkar, dan PDl, semuanF tidak ada yang

memberikan problematik bagi dwifungsi ABRI. Sikap kitis terhadap

dwifungsi datang dati kelonpok-kelompok LSM dan kampus-kampus

yang dalam wacana publik sesungguhnla sangat ma{inal Mengapa

sernua itu bisa terjadi? Semua itu disebabkan oleh keberhasilan politik
Orde Baru dalam memaksimalisasi kemajuan material dan

modemisasi, reproduksi pengalaman traumatik terhadap krisis dan

chaos. Orde Baru melakukan p€nggunaan stratogi simbolik,
menjadikan dwifungsr ABRI dalam satu tarikan nafas dongan UUD
1945 dan Pancasila (Nadjib Asca, 1999:37). Dwifungsi merupakan

implemontasi dan spjdt kebenamaan dan kekeluargaan yang terdapat

dalam lJuD 1945 dan Pancasila. Dengan konstruksi demikian
siapapun yang mengusik dan mempenanyakan dwifungsi bisa

dianggap mengusik dan menggugat keberadaan Pancasila dan UUD
1945. Karcna Pancasila dan UUD 1945 telah diformulasikan sebagai

pilar utama negar4 maka siapo saja yang mempertanyakan dan

mengusik UUD 1945 dan Pancasila lentunya
sebaeai subversif.

bisa dikategorikan

Pada sisi yang lain militer Indonesia menganggap dwifungsi
adalah merupakan jati diri ABRL OIeh karena itu,jika dwifungsi
ABRI diubah maka sama dengan mengubahjatidiri ABRI yang sudah

dilahirkan pada trahun 1945. Lebih jauh, bahkan mereka

mengkonsruksikan dwifungsi ABRI sebagsi jatidid bangsa lndonesia.

Dengan demikian mengubah dwifungsi berarti mengubah jatidiri
bangsa Indonesia. Inilah bentuk stategi korlstruksi simbolik penting
yang dilakukan oleh ABRI pada masa Orde Baru. Mempe$oalkan
dwifiiDgsi pada masa rezim Orde Baru sama aninya akan b€rhada. pan

dengan mobilisasi seluruh kekuatan di ABRL Karena itu siapapun
yang mencoba untuk mengusiklya akan b€rhadaPar dengan seluuh
kekuatan bangsa. Penggunaan kata dwifr[gsi itu bukanlah sesuatu

yang hampa nilai, bukan sesuatu yang hampa kepentingan. Tanpa

sadar sesungguhnya secan sosiologis ketika s€makin sering kita
mendengar dan menggunakan kata tersebut, kita semakin terbiasa

dapat menerima dan sekaligus membenarkan fungsi ganda itu- Ada
prcses transfer obyektivasi linguistik, komudian secara massal akan
membangun basis legitimasi yang sangat kuat dalam masyarakat.

I
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Karena dalam proses membangun legltimasi sesungguhnya
pengetahuan itu mendahului nilai Sebagai contoh pada tahun 1945

ABRI selain mengangkat senjata, Juga bertani, serta melakukan
fungsi-fungsi sipil lainnya. Itu merupakan pengetahuan sejamh Tetapj
kernudian pengetahuan yang bersifat kognitif itu ditarik menjadi
sesuatu yang bersifat nolmatif Bahwa dwifungsi ABRI bukan hanya

sebuah kenyataan tetapi sebuah kebaikan, sebuah kewajaran. Di sini
ada proses tra-sfer da.i proscs kognitif menjadi proses normatif.

TNl. Orde Baru. dan Situasi Global

Harus diakui bahwa sejarah .lndolesia telah meDdesain

tentaranya menjadi kekuatan yang mandiri dan tidak diam begitu saja

lerhadap soal-soal polit* Proses p€mbentukan negara Indonesia telah
m€nyerel tentara dalam situasi yangkemudtan disebut "dwifungsl".
Namun, benar juga bahwa hal im membuat batas antara ranah politik
dan perang, antara tugas-tugas sipil dan mlliter, makin tidakjelas.
Antara perang dan polirik jbarat dua srst pada sekeping nala uang.

Perang adalah jalan lain dari pchtrk Inilah yang terjadipadaawal
pmbentukan Indonesia. TNI memang sangat terobsesi oleh seJaraluya

sendiri yang dihayati sebagai sesuatu yang khas. Seperti pendapat

Salim Said (2001) yang menyatakan bahwa: "Keldasan tentara
Indonesia karena ia menciptakan dirinya sendiri" Disebut
menciptakan dirinya sendi , karena tentara Indonesia tidak diciptakan
oleh suatu pemenntahan maupun partai politik Dengan kata lain, TNI
memandang dinnya sebagai tentara yang memiliki jatidirj yang

berbeda dengan tentara di negara lam Karena itu, peleburan batas

antara fungsj pertaianan keamanan darl kehidupon sehan-han rakyat

dipahami sebagai sesuatu yang historis dan khas lndonesia. TNI
memandang dirinya sebagai komponen bangsa yang punya tanggung
jawabhistoris te.hadap eksistensi baDgsa dan negara lndonesra.

Pemahaman yang demikian ini menghasilkan perspcktif
penting bagi tingkah laku TM yaitu "dof,1rin perang rakyat semesta"
(total war) sobagai kerangka uxtuk melihat Indonesia Dalam doklrin
ini Indonesia dibayaDgkan selalu berada di bawah ancaman perang,

dar ancaman perang itu tidak hanya datarg dari luar negeri tetapi Juga
dari clalam negeri. Perang tidak hanya berupa kekerasan fisik tetapi
juga ancaman yang bersunrber pada bidang-bidang sosial, ekonomi,
politik, bahkan budaya. Dengan membayangkan Indonesia sebagai
negara yang senantiasa dibayangi tolal vrar, TNI merasa ikut

Reforndsi TNI Menqu hldonesia Bant
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bertang€ung jawab atas segala yang dianggapnya sebagai perang, baik

dalam bentuk yarg telsamar maupun nyata. Karena itu, TNI juga

merasa pe.lu membekali diri dengan pengetahuar daD ketampilan di
luar kemilitemn Inilah yang dalam perkembangannya disebut-sobut

sebagai "profesionalisme baru" militer- Namun sayangnya TNI sendiri
yang benindak sebagai dokter unhrk menentukan diagnosis perang

sekaligus menurunkan resep pengobatarmya. IGrena basis

pemahamannya aatalah penng, tidak perlu hennjika TNI dan rezim

Orde Baru cenderung menggunakan modol analisis, ancaman,

gangguan, hambatan dan tantangan, yang biasa disebut AGHT dalam

menafsirkan lingkungan sosial, ekononi, politik, dan budaya yang

dimasukinya. Model analisis demikian cenderung melihal perbedaan

arau hal-hal yang berada di luar garis resmi sebagai AGIIT yang harus

diperangi. Karena ih\ Orde Baru juga cenderung mengedepankan

pendekatan keamanan sebagai terapinya (Agus Wirahadikusumah,

1999:318)
Orde Baru yang dikomandani oleh seorang perwira tinggi TM

Argkatan Dant adalai karena jugE berkat koDstelasi global duoia
p@da saat itu. Orde Baru meDgalarni

bipolar antankekuatanB in Ameika
Serikat dan Blok Timur UDi Soviet
yang kernudian populer dengan sebutan'?erang Dingin". Orde Baru
bukanlah entitas yang netat dari tarikan dua kekuaian dunia tersebut.

Di antara dua tadkan kekuatan dunia itu.lah rezin Orde Baru
memainkan klaim-klaim politiknya di dalam negeri- Karena itu,
pandangar dan pilihan politik Otde Baru untuk melawan komuais di

Indonesia juga mendapal dukunga.D dari nogan-negan kapitalis.
Rejim Orde Baru .merasa memperoleh pembenar dan dukungan

int€masional kEtika bendak menempkaD poltik 'teamanan dan

ketertiban"- Komunisme dengan segenap vadannya merupakan isu
stategis ya.ng dapat dieksploitasi terus metrerus utuk ditampilkan
sebagai kambing hitam. Atau dengan pctkafatn lain sebagai sumb€r

ancamatr dan gangguan terhadap keamanrn dan ketertiban nasional.

Dalarn bingkai keamanan dan t'etortiban ini pula rezim OrdeBaru
melihat peftedaa4 pluralisme, dan utaunnya SARA (sukq agam4 ras

daD antar golongan) di Indonesia sebagai potensi ancama&

s€bagaimana kornunisme dipaDd'ng seb€gai sumber amaman bagi

keamanan dan ketertiban. Untuk menekan pluralisme inilah Orde Baru
membakukan penafsiran Pancasila s€bagai satu-satunya asas bagi
setiap kekuatan sosial politik yang ada
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Nyaris tidak ada tekanan atau kritik yang berarti dari
masyarakat jntemasional terhadap apapur yang dilal(ukan rezim Orde

TNI semakin kehilangan o.ientasinya, karena semakin

Sebenamya, Orde sejak
memasuki dekade a0-an. rezim
Orde Baru harus sudah m iknya
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mencair. DuDia
mungkin tidak
ditandai oleh rur

Barat dan Jerman Timur). Perubahan tersebut mempunyai arti politis

dan ideologis karena komunisme sebagai ideologi polhik dengan

begitu juga kehilangan legitinasinya, meskipun bebeBpa negan

misih bertahan seD€rti RRC, Korea Utarq Kub4 dan sekaligus

mulai ditinggalkan dan selanjutnya menyesuaikan diri dengan tetm-

term dunia kapitalisme. Sementara itu, secara politis, kekuatan dan

kekuasaan serta pengaruh dan kewenangan menjadi bemgam berkat

masyarakat yang semakin terbuka. Kekuasaan menjadi rnencair dan

tersebat lidak lagi tnemusat pada negara Inilah yang sering disebut

sebagai era kebangkilan grass roots. Seialan dengan itu isu-isu yang

berhubungan dengan p€nguatan masyarakat seperti demokntisasi,

keterbukaan, kebebasan, HAM, dan kerusakan lingkungan akibat

eksploitasi alam sernakin diterima sebagai isu global. Sebelumnya isu-

isu tersebut tenggelam oleh kuatnya tarik'menarik persaingan

ideologis antara kubu Amerika Serikat dan Uni Soviet
Menghadapi fenomena baru tersebut seharusnya rezim Orde

Ranr juga melakukan perubahan yang signifikan. Tetapi Orde Baru
menanggapi kondisi tersebut dengan setengah hati Orde Baru

u un$k menekan*ffi 
JHff;

mempertahankan praktik praktik politik otoritarianisme dan menolak
perubahan atas nama nasioDalisme.
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Reposisi Peran TNI

Dalam sistem politik Indonesra yang bercorak neopafimonial,
kekuasaan memusat pada diri Soeharto dengan mempergunakan
ABRI, Golkar dan Birokrasr' Sipjl sebagai alat kekuasaaD. Meskipun
demikian satu hal yang patut dicatat dengan tinta emas adalah bahwa
pada hari-hari menjelang jatuhnya Soeharto temyata tidak ada niatan
dan pimpinan militer saat itu untuk mengambil alih kekuasaa! atau
melancarkan kudeta Hal ini membuktikan bahwa konsep jalan iengah
dari A.H Nasution, sebagar upaya untr* Denghindari tadisl kudeta
yang berlaku di Amerika latin yang diperkenalkan tahun 1950-an,
telah melembaga ke dalam hatr sanubari para pimpinan militer
meskipun di kalaDgan militer masih terdapat personil-personil yang
pro Soeharto atalu pto status quo (P'yarfliz,.rd Ryacudu, 1999:86).
Begitu pimpinan ABRI menyatakan diri sebagai kekuatan reformis
dan membuktikannya dengan beberapa tindakan, maka perubahan
sikap dan tingkah laku itu secara otomatis terjadi di kalangan
bawahal Dari segi pemikjra! seb€larnya gagasar reformasi itu sudah
menyebar di kalangan bawahan. Pimpinan TN1 dengan tegas
menunjukkan komitrnennya untuk mendukung reformasi secara
konstrtusjonal, maka reformasi intemal secara b€rtahap dilaksanakan
dalam proses regenerasi Dengan demikran refomasi intemal TNI
secan menyeluuh masih akan memakan waktu yang cukup lama
Upaya reformasi intemal diawalr dengan reorganisasi, reaktualisasi,
reposisi dan proses regenerasi pimpinan TNI, walarpwr social and
political co$ yang harus diba,var lerlampaD mahal terutarna dalam
upaya mengembalikan kep€cayaaD rakyat terhadap TNI yang telah
mulai memudar.

Sebagai konsekuensi darj kekeliruan masa lalu di rnana ABRI
digunakan sebagai alat oleh Soeharto sebagai penguasa tunggal dalam
sistem politik neopatrimonial, maka dengan jatuhnya era
pemeinlahan Soeharto membawa dampak yang lebih parah pada
ABRI dan Golkar bila dibandingkan dengan birolaasi sipil. Dampok
dari berakbimya era kepemjnpinan Soetarto akan lebih tampak di
lingkungan pimpinan TNI dan di Golkar karena kekuatan pro-
Soeharto akan berusaha mempertahankan lnsisinya dan diri mereka
sendiri. Akibatnya ABRI dan Golkarmenladi bulan-bulanan krifik dan
hujatan lakyat mulai sejak dari awal refomasi sampai berakiimya
pemerintahan transisi nanti. Di tengah-tengal Fotss terhadap sikap
ABRI yang dinilai masih berada di ba*ah pangaruh Soehano itu,
masyarakat menuntut adanya pelanggaran HAM secara besar-besaran

Reformast lNI Mentu ltdonesia Bont
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yang dilakukan ABRI di Aceh, Irian Jaya, Timor Timur, sebagai

daerah op€rasi militet (DOM) pada masa Orde Baru yang masih tetap

berlangsung hingga saat ini. Pelaksanam DOM di borbagai tempat

dinilai tetah mengakibatkan jatuhnya korban ribuan penduduk

ABRI.
Bahkan tuntutan itu terus berantai mcnuju ke arah diakhiritrya

dwifungsi implementasinya

Walaupun tiada hari tanPa

demonstrasi semua tuDtulan itu

sudah dipenuhi oteh ABRI melalui 14 langkah reformasi yang

dilaksanakar oleh ABRI, namun Fotes dan hujatan terhadap ABRI
tiada hentinya. Hal ihr berkairan dengan kepentiDgan keloupok
terten dan adanya peniJaian terhadap sikap Finpjnan ABRI yang

b€lum tuntas untuk menyelesaikan masalah-masalah mendasar' yang

Dewan Kehomatan Perwira terhadap kasus l€tjen TNI Prabowo dan

kasus Jaksa Agung Andi M. Ghdib, oleh sekelonpok masyarakat

dinilai b€lurn mencenninkan tiDdakaD tcgas dan traDsparan darj

pimpinan TNI s€hingga scmakin m€ngental opini masyarakat yang

melahirkan kesan bahwa pimpinan TM cenderung melindungi
personil-personil TNI neskipun pe$onil ie$€but jolas be$alah
Akibatnya meskipun TNI telah mengambil 14 I'ngkrh yang bercorak

reformig namun kepercayaan nkyat masih belum dapat dipttlihkan.
Penyebabnya adal
warga TNl, ilan
merugikan posisi
diarahkan kepacla langkal angkah TM.

Dalam situasi penuh hujatan dan prot€s tersebut dan deogan

tspisahnya Pold darj strul(tul organisasi ABRI diubablah nama ABRI
mentadi TNL Dengan perubahan ini naka tiga dim6nsi yang ingin

t-
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dikayuh yaitu masa lalu (1917), masa kini yang porak poranda dan
proteksi ke masa depan dengan harapan terwujudnya idealisasi
peranan TM yang lebih baik pada masa yang akan datang Secara

historis paradigma yang lahir dengan nama TNI tersebut (1947)
adalah paJadigma yang lahir secara alamiah sejalan dengan
perjuangan TNI saat itu Secan teoritis, terbentuknya TNI itu
melahirkan gerakan yaitu gerakan wrtuk mempertaharkan dan
memperjuangkan Negara Republik lndonesia yaDg diproklamirkan
pada tanggal 17 agstus 1945 Gerakan itu duiwai oleh ide yang
terkandung pada rama TNI yaitu sebuah orgarisasi yang memiliki
ruang lingkup nasional terbuka untuk semua suku bangsa. Adapun
paradigmanya pada waltu itu ialah idealisme sepe i yang tercemin
dalaD arnaDat PaDgljma Besar SudiDar yaDg meDegaskaD bahwa
TNI adalah alat negara. Tegasnya dengn pandigma itu TNI berada di
atas semua partai dan golongall. Etos kerja yang lahir pada waltu itu
ialah berjuang sampai titik darah penghabisan tanpa memiliki pamrih
apapur kecuali membela bangsa dan negara Dengan kembali ke narna
TNI maka dihaJapkan sepak terjang TNI seDantrasa mencerminkan
sepak terjang dari sebuah gerakan rde, yang memiliki paradigma, etos
kerja, dan kode etik dari tingkah laku TNI Unhrk memainkan peranan
sebagai pengawal kedaulatan negara daD perekat persatuaD dan
kesatuan bangsa. Kendala yang merupakan kelemahan TNI teletak
pada belum efektiftya fungsr janngan dan kemampuan komunikasl
dialogis dengan pihak etstemal. Sesunggulnya jalinan komudkasi
dialogis ekst€mal yang menjadi kunci untuk memahami belum
terbentuknya geralarL paradigm4 etos kerja dan etr'k  telab tersedia
dalam prinsip TNI berasal dari rakyat, maka inti persoalannya adalah
terletak belum pulihnya kepercayaan rakyat pada TNI Dengan
demikian pemulihan kep€rcayaaD rakyat merupakaD masalah utama
yang harus dipecahkan oleh pimpinan TNI besefta selwuh warga TNL

Memposisr ulang format TNI dalan kehidupan bemegara
bukanlah hal mudah- Kenikmaiao kekuasaan yang pemah dirasakan
hampir setengah abad merupakan kendala terberat selama ini. Hal
jlulab yang menyebabkar keretatar iubungaa sipil militer selamaini-
Kondisi itu berawal pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin
dulu, TNI mulai secara p€rlaian mencaplok lahanlahan strategis
pihak sipjl di kabine! yang merembet terrs hingga berakbimya Ode
Baru. Sipil tidak lagi dben kewenangan uok melakukan fungsi-
fungsi kenegaraan, karena posisi mereka diambil alih atau tergafltikan
peran sosial politik TNI. Puncaknya, pada lahun 1980-an, saat itu
hampir seluruh jabatan politik dan bahkan jabatan karier yang

Ref()mari WI Mentju ht.tonesa Batu
(Sunano)
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strategis diisi oleh TNI dair pumawirawan TM HaI inilah yang perlu

djreposisi ularg.
Redefinisi TNI menjadi hal yang sangat penting dalam rangka

demokatisasi saat ini. Sebab rnendefinisikan TNI sebagai marusia

unggul seharusnya mulai dirubah. Perubahan itu hatus dimulai dati
sekolah-sekolah kemiliteraD dari akadomi rniliter hingga sekolah

gabungan TNI (sekolah tertinggi TNI). Bila jargon dan pendefinisiatr

itu selalu kita kedepankan, maka yang munoul kemudian adalah rasa

sup€rioritas dari pihak militer terhadap pihak sipil. Pendofinisian yang

betlebihar lerhedap eDtitas tilililet secara tidak langsung akan

m€mbentuk image bahwa TNI be ak menduduki semua lini
kehidupan bemegar4 dengan ilalih kedisiplinannya, kesiapsiagaaDnya

serta kekuatarDya. Oleh karena ih\ doktrindoktrin militcr yang

diajarkan selana ini sebailnya dirinjau kembali. Bila TNI msmpu
meredefinisikan dirinya maka tindakan rladjutnya yang harus

didahulukan ialah rnenrperbaiki flngsi TNI sebagai abdi rcgala dan

abdi masyarakat bukan abdi pengrusa.

TN.I sdrarusoya trerusaha $enoloDg mendorong dan Demberi
jalan bagi sipil untuk bangkit dari keterpurukannya s€larna hampir 50

tahun. TNI sebagai kekuatan militer merupakan subsisem negara

yang rnengemban tuCFs dalar|l bjdaDg pcrtahanan daD kEan tnan- TNI
atau militer tidak bemain politik ctapi nelaksanakan keputusau
politik. Oleh karena itu reposisi TNI amat diperluka4 karena hal itu
dapat berimplikasi positifleftadap bubungan sipil militer yang selama

ini tidak pada porsinya. Untuk iht konsep pengaMian yang harus

dilakukan TN] kini adalah konsep pengabdian Pada negara yang

berorienlasi pada kedaulatan |akyat Kons€p Fofesionalism€ TM
diwujuilkan dalam rangfu penegtkan

bukan lagl melaDggengkaD .konsep

sebagai alat negara rnenjadi jiwa setiap prajurit TM. D€Dgan denikian
persaJnasn hak dan kewajiban di antara sipil dan militer dapat

ditegakkan dengan seadil-adihya.

Penutup

Poniadaan pqan sosial politik ABRI didasarkan oleh dua
pertimbanF!. Pertam4 ada kel'hanratiran bahwa peran sosial politik
ABRI akan mengurangi profesionalisrDe TNL Ked|l4 psran sosial
politik ABRI dinilai mengbaEbat proses demohatisasi. OrgaD.isasi

militer yang sargat hiratklis dan disiplin yatg satrgat ketat akaD
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memp€rsulit partisipasi massa yang menuntut adanya kebebasan

meDyatakan pendapat dan keDatrpuan bettlldal< secara otolom
Peran sosial politik ABRI tidak lebih dari sekadar legitimasr peran

politik ABRI. Keterlibatan ABRI dalam masalah-masalah non-
hankam hanya diperlukan dalam keadaan darurat. Setelah keadaan

darurat berallLir yang perlu ditegakkan adalah rule of law,brJ,kaf. lagi
pendekatan yang mengandalkan kekuatan militer

Sudah saatnya mengakhiri peran sosial politik ABRI
sehubungan dengan adanya apa yang disebut sebagai penyimpangan

dan jiwa dan semangal ketakyatan ARRI sebagaimata ditekankan
oleh Bapak Pendi Tentara Nasional lndonesia di awal kelahirannya.

Seberapa jauh TNI adalah tentara rakyat yang membela kepentingan
rakyat, TNI adalah aset nasional yang utuh, yang percaya akan

kekuatan sendin, UUD 1945 adalah poljtik tentara sungguh-sungguh

telah diimplementasikan
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